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1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-dher Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (B rita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan erundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indone ia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Ne a Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran N ara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambah Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn r 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah te akhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 t ntang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lem aran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 679); 

Mengingat 

gkatkan kinerja Unit Pelaksana 
eningkatkan pelayanan kepada 

Bupati Wonogiri Nomor 103 
Pelaksana Teknis Kabupaten 

a. bahwa dalarn rangka me · 
Teknis Daerah (UPrD) dan 
masyarakat maka Peratur 
Tahun 2017 ten tang U 
Wonogiri perlu ditinjau ke 

b. bahwa berdasarkan pe · bangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetap an Peraturan Bupati Tentang 
Perubahan Atas Peratur Bupati Nomor 103 Tahun 2017 
tentang Pembentukan U it Pelaksana Teknis Daerah 
(UPrD) Kabupaten Wonog· 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN 

Menimbang 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JAWA TEN 

I 
PERATURAN BUPATI WO 

NOMOR 40 TAHUN 2 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONO RI NOMOR 103 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSAN TEKNIS DAERAH (UPrD) 
KABUPATEN WONOG RI 
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1. Ketentuan Pasa] 2 huru]' e diubah sehingga b rbunyi sebagai berikut : 

onogiri Nomor 103 Tahun 20117 
aerah (UPTD) Kabupaten Wonogii 

2 17 Nomor 104) diubah, sebagai 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 
berikut: 

PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATA 
PERATURAN OGIRI NOMOR 103 TAHUN 20 l ';f 
TENTANG PEMBENTU UNIT PELAKSANA TEKNI$ 
DAERAH (UPTD) KABURAT N WONOGIRI. 

Menetapkan 

8. Peraturan Daerah ~a upaten Wonogiri Nomor 13 Tahu 
2016 tentang Perpbe tukan Dan Susunan Perangk t 
Daerah Kabupaten Wo ogiri (Lembaran Daerah Kabupate 
Wonogiri Tahun 201 Nomor 22, Tambahan Lembara 
Daerah Kabupaten Wo ogiri Nomor 156); 

9. Peraturan Bupati Won giri Nomor 58 Tahun 2016 tentan 
Susunan, Keduduk dan Tata Kerja Organisa i 
Perangkat Daerah K bupaten Wonogiri (Berita Daer 
Kabupaten Wonogiri T un 2016 Nomor 58) sebagaiman 
telah diubah dengan eraturan Bupati Wonogiri Nomor 
Tahun 2019 tentang crubahan Atas Peraturan Bup~ i 
Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susuna , 
Kedudukan dan Tata erja Organisasi Perangkat Daer~ 
Kabupaten Wonogiri ( erita Daerah Kabupaten Wonogirji 
Tahun 2019 Nomor 8); 

10. Peraturan Bupati W nogiri Nomor 103 Tahun 201r 
tentang Pembentuka Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(UPTD) Kabupaten W nogiri (Berita Daerah Kabupatei;i 
Wonogiri Tahun 20r7 omor 104); 

6. 

5. Undang-Undang No or 30 Tahun 2014 tent:t 
Administrasi Pemerint an (Lembaran Negara Repub 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara 
Negara Republik Indon sia Nomor 5601); 

Peraturan Pemerint Nomor 18 Tahun 2016 ten tan~ 
Perangkat Daerah (Le baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 11 ); I 

7. Peraturan Menteri D am Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pe bentukan dan K.lasifikasi Caban~ 
Dinas dan Unit Pelak ana Teknis Daerah (Berita Negara. 
Republik Indonesia Ta un 2017 Nomor 451); 
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DAE RAH 
WONOGIRI 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 17 .'.:>eptember 

Diteta an di Wonogiri 
pada t nggal 17 September 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan engundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab paten Wonogiri. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1iu 

dipimpin oleh seorang 
lah disamping tugasnya sebagai 
Sipil Negara lainnya; 
ngsional tenaga kesehatan yang 

(5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang 
Koordinator yang berasal dari Pengawas Sek 
pejabat fungsional, atau dari Pegawai Aparatu 

(6) Kepala UPI'D Puskesmas dijabat oleh pejabat 
diberi tugas tambahan. 

merupakan jabatan fungsional 
peraturan perundang- 

(2) Kepala UPI'D kelas B dan Kepala Sub Ba ian Tata Usaha UPI'D kelas A 
merupakan jabatan struktural eselon IV.b ata jabatan pengawas; 

(3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Non Pendidikan merupakan jabatan 
non struktural dipimpin oleh seorang Koo rd· a tor yang berasal dari Pegawai 
Aparatur Sipil Negara; 

(4) Kepala UPI'D yang berbentuk satuan pendidik 
guru/ pamong belajar sesuai dengan 
undangan; 

(1) Kepala UPI'D kelas A merupakan jabatan str ktural eselon IV.a atau jabatan 
pengawas; 

Pasal6 

2. Ketentuan Pasal 6 ditambah l(satu) ayat, yakni yat (6) sehingga Pasal 6 berbunyi 
se bagai beriku t : 

e. Dinas Perhubungan, terdiri dari UPI'D Pengelo a Terminal dan Parkir Kelas A. 

Pasal 2 


